
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 15 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang a. bahwa Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa berdasarkan angka 3 angka 3.3.2.2.2 huruf f lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal pendapatan 
daerah yang bersumber dan i pendapatan bantuan keuangan 
bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 
2025 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan 
pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud 
dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran 
APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, 
untuk selanjutnya ditampung dalam perda tentang 
perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi 
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 
TA 2025; 

c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rangka efisiensi belanja 
pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/ SJ tentang 
Penyesuaian Pendapatan. dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 pada angka 5 (lima), untuk dilakukan penyesuaian 
alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui 
pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran 
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025; 



d. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri . 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 
tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan 
operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan 
subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan 
perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana 
ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan 
operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025, 
terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik 
dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan 
operasional penyuluh pertanian, sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap alokasi khusus nonfisik dana 
ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2025. 

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 
Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke 
Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 
2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalarn Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; 

g. perlu menetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan. Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6959); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

k ) il 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan . 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Repuplik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 Tentang Hak keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 
6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman. Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 
(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 . 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 
tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 
Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan 
Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan 
Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan 
Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan 
Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; 

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang 
Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam 
Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran. Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2022 Nomor 5); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2024 Nomor 11); 

29. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2024 Nomor 24); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 
2025. 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (13erita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
sebesar Rp.1.182.351.334.080,- (Satu triliun seratus delapan puluh dua milyar 
tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh 
rupiah) 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ayat (2) 
sebesar Rp.1.113.558.538.224,-(Satu triliun seratus tiga belas milyar lima ratus 
Jima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh 
empat rupiah), terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp.1.042.834.269.000,- 
b. Pendapatan transfer antar daerah Rp. 70.724.269.224,- 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
sebersar Rp. 1.224.962.429.430,- (Satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar 
Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat 
ratus tiga puluh rupiah) 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada huruf a, huruf b dan 
huruf e berbunyi sebagai berikut: 

a. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, ayat (2) sebesar Rp. 
550.124.076.360.- (Lima ratus lima puluh milyar seratus dua puluh empat 
juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); 

b. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ayat (3) 
sebesar Rp. 191.772.231.299,- (Seratus sembilan puluh satu milyar tujuh 
ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus 
Sembilan puluh Sembilan rupiah); 

c. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf e, ayat (6) sebesar Rp. 
10.393.730.300,- (Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh 
ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah); 

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada huruf b, huruf c, 
huruf d dan huruf e: 

a. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
ayat (3) sebesar Rp. 11.333.956.496,- (Sebelas milyar tiga ratus tiga puluh 
tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh 
enam); 

b. Belanja modal gedung dan ban.gunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
ayat (4) sebesar Rp. 50.625.272.690,- (Lima puluh milyar enam ratus dua 
puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh 
rupiah); 

c. Belanja modal jalan, jaringan clan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf 
d, ayat (5) sebesar Rp. 49.712.497.422,- (Empat puluh sembilan milyar 
tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat 
ratus dua puluh dua rupiah); 
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